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Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan 
di Kota Makassar 
 
Analysis of Factors Affecting The Revenue of Entertainment Tax 




Achmad Yamang Paddere  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi 
penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar Tahun 2012 - 2016. Jenis penelitian 
adalah tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada 
wajib pajak hiburan di Kota Makassar untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak 
kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota 
Makassar. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara bersama - sama faktor - 
faktor seperti sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada 
wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar. 
Hasil uji parsial menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, dan pelayanan petugas 
pajak kepada wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di 
kota Makassar.  
 




This study aimed to analyzeted influence of the factors taxpayers against the 
revenue of entertainment tax in Makassar city since 2012- 2016. This type of 
research is the type of quantitative research. Research carried out by spreading 
questionnaires to taxpayers entertainment in Makassar city to determine tax 
compliance and then analyse their effect on the revenue of entertainment tax in 
Makassar city. Simultaneous test result showed that jointly factors such as tax 
sanctions and service of tax officers to taxpayers effect on the revenue of 
entertainment tax in Makassar city. Parsial test results indicate that tax sanctions, 
and service of tax officers to taxpayers have a positive and significant impact on 
revenue of entertainment tax in Makassar city 
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1.1 Latar Belakang 
Penerapan perundang-undangan (otonomi daerah) memacu setiap daerah 
untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan yang bertujuan untuk 
mengembangkan seluruh potensi ekonomi dan sumber daya yang ada . Otonomi 
daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan 
perkembangaan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 
otonomi daerah sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal tentang pembentukan 
daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaran 
pemerintahan, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan 
deaerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam 
kebijakan otonomi daerah.  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengalami peninjauan kembali 
dikarenakan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 belum diaturnya pengisian 
kekosongan jabatan diakibatkan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak 
dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menurus 




Undang No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dengan menambahkan ayat 4, 5, 6, dan 
7. 
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk terus menggali sumber pendapatan guna melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah 
yang merupakan tolok ukur dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi 
daerah.  
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan 
pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang 
sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, 
pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat 
berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk 
peran masyarakat secara nyata dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 
Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hiburan yang diperoleh atas 
penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua 
jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati 
dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2016:353). Realisasi pajak hiburan di Kota 
Makassar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi, hal 







Tabel 1.Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Makassar 
Tahun 2012-2016 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%) 
2012 14.175.000.000 13.677.812.212 96,49% 
2013 15.174.999.996 16.305.722.515 107,45% 
2014 23.694.999.996 13.198.100.158 55,70% 
2015 30.709.075.000 20.679.379.947 67,34% 
2016 61.207.201.000 27.255.739.203 44,53% 
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Makassar. 
Berdasarkan pada tabel 1. dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan 
pajak hiburan dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) yaitu tahun 2013 merupakan 
tertinggi dengan persentase 107,45% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 
44,53%. 
Menurut Informasi dari Dinas Pendapatan Kota Makassar bahwa dalam 
proses pemungutan pajak hiburan masih memiliki kendala, seperti kemauan 
wajib pajak untuk melaporkan dan melunasi hutang pajaknya secara sukarela 
tanpa ada penerbitan surat paksa terlebih dahulu. Beberapa faktor kemungkinan 
yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya baik yang berasal 
dari dalam wajib pajak maupun yang berasal dari dalam lingkungan. Bagi 
petugas pajak (fiskus) faktor-faktor tersebut bersifat uncontrollable karena itu 
pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan hal 
terpenting guna meningkatkan penerimaan pajak. 
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin lebih mengkaji dan 
menganalisis penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota Makassar, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 






1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
hiburan di Kota Makassar? 
2. Apakah pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar? 
3. Apakah sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada 
wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
hiburan di Kota Makassar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar. Adapun tujuan 
penelitian ini sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan 
pajak hiburan di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada 
wajib pajak terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dan pelayanan petugas 
pajak (fiskus) kepada wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar. 
 
1.4 Kegunaan 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 




penelitian lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pajak 
hiburan. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bahan pertimbangan bagi 
pemerintah terutama pihak Dinas Pendapatan Kota Makassar untuk 
meningkatkan pemungutan serta dalam merumusakan kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan pengelolaan pajak hiburan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan 
sistematika penulisan. 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori 
yang berkaitan dengan faktor-faktor wajib pajak, pajak daerah, pajak 
hiburan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat 
dan waktu penelitian,populasi dan sampel penelitian,jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, instrumen variabel penelitian dan definisi 







BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, 
hasil penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji parsial, uji 
simultan, uji R-square, dan pembahasan hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan rumusan masalah, sasaran-
sasaran yang diberikan kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian 




















BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori. 
2.1.1 Pajak 
Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan 
kontraprestasi (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai 
pengertian yang sama. Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 
2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi sebagai berikut. 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Adapun beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai 
berikut. 
1. Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2016:4). 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidakmendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum”. 
2. Menurut Seligmen, dalam Pohan (2014:29). 
“Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada 




dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang 
ditunjukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya”. 
3. Menurut Adriani, dalam Widyaningsih (2013:2). 
“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintah”. 
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 
wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan 
kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung. Secara garis besar ciri-ciri yang melekat 
pada pengertian pajak sebagai berikut. 
1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah berdasarkan aturanUndang-Undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan negara dalam rangka 
menyelenggarakanfungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.  
3. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi oleh 
pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 
jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. 
4. Pajak memiliki sifat memaksa. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi 
pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2.1.1.2 Fungsi dan Tujuan Pajak 







1. Fungsi Pajak Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 
Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, 
yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 
memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-
Undang yang berlaku. Pemerintah dalam menegakkan fungsi budgetair 
melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, 
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak 
sehingga pengenaan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang perpajakan akan 
diancam pengenaan sanksi pidana. 
2. Fungsi Pajak Mengatur (Regulerend) 
Fungsi regulerend disebut juga dengan fungsi tambahan yang 
dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi 
regulerend disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai 
fungsi tambahan/pelengkap dari fungsi yang utama dan untuk mencapai 
tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan 
pemerintah. Berikut contoh aplikasi fungsi regulerend. 
a. Pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras yang akan 
menjadikan harga minuman keras menjadi sangat mahal dengan 
maksud agar pembeli/konsumen minuman keras akan berkurang dan 
tidak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan. 
b. Pengenaan tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi 
untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu dan mengatur 
perlindungan kepentingan ekonomi/industri dalam negeri. 
c. Untuk mengurangi gaya hidup mewah atau mengonsumsi barang 




(PPN) impor dan bea masuk barang mewah yang cukup tinggi agar 
harga barang impor semakin mahal dan setidaknya akan bisa 
menekan hasrat/ pola konsumtif masyarakat untuk membelinyadan 
mengalihkan dananya untuk hal-hal yang lebih produktif. 
Selain fungsi pajak diatas, terdapat pula tiga fungsi pajak (Widyaningsih, 
2013:3) adalah sebagai berikut. 
1. Fungsi Stabilitas 
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga 
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat 
dikendalikan. 
2. Fungsi Redistribusi 
Fungsi redistribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan 
dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam 
pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar 
jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang 
terutang. 
3. Fungsi Demokrasi 
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 
Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat pembayar pajak. 
Sehubungan dengan pemungutan pajak yang dikenakan atas sebagian 
kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan dari laba yang 
dihasilkan oleh badan ke kas negara berdasarkan wewenang pemerintah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, maka di dalam penyusunan Undang-
Undang dan peraturan perpajakan harus memperhatikan beberapa asas. Asas 




Smith dalam bukunya “An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of 
Nations” (Pohan,2014:44), bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas 
empat prinsip yang disebut dengan Four Maxims/Four Canons. 
1. Equality (Asas Keseimbangan dengan Kemampuan atau Asas Keadilan) 
Asas equality lebih menekankan bahwa pajak harus adil dan merata. 
Dikenakan kepada orang pribadi/subjek pajak yang sebanding dengan 
kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut dan juga 
seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmatinya 
di bahwa perlindungan pemerintah. 
2. Certainty (Asas Kepastian Hukum) 
Asas certainty dapat diartikan bahwa pajak tidak ditentukan secara 
sewenang-wenang yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi 
semua wajib pajak dan seluruh mayarakat dan pasti tidak dapat ditawar-
tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut diartikan sebagai berikut. 
a. Harus pasti-pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek 
Pajak). 
b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak 
kepada subjek pajak (Objek Pajak). 
c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan 
tarif pajak (Tarif Pajak). 
d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus 
dibayar (Prosedur Pajak). 
3. Convenience of Payment (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu) 
Asas convenience of payment yaitu wajib pajak membayar pajak tidak 
dalam kondisi yang sulit dan diharapkan disaat yang paling tepat bagi 




bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima 
penghasilan. 
4. Economy (Asas Ekonomi) 
Asas ini bisa diartikan bahwa dalam pemungutan pajak, biaya kantor 
pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (compliance cost) bagi wajib 
pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut 
pajak lebih besar dari pada pajak yang dipungut. 
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak 
Pengelompokan pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang 
membayar pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain; 
sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan; serta siapa yang 
memungut. Pengelompokan pajak sesuai dengan kriteria diatas adalah sebagai 
berikut (Mardiasmo, 2016:7). 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak Langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2. Menurut Sifat 
a. Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, 





b. Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
3. Menurut Lembaga Pemungutan 
a. Pajak Pusat 
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
dibedakan antar pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak  
Beberapa syarat dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan bagi wajib pajak, maka pemungutan pajak harus 
memunuhi syarat sebagai berikut (Mardisamo,2016:4). 
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-
Undang maupun pelaksanaan pengumutan pajak harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Adil dalam melaksanakannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 
pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 






2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat 
Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun wargannya. 
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keluasan 
perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 
dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memunuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 
Berikut contoh perpajakan yang disederhanakan oleh Undang-Undang 
perpajakan yang baru. 
a. Bea materi yang disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 
macam tarif. 
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 
yaitu 10%. 
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 
perseorangan disederhankan menjadi pajak penghasilan (PPh) 





2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yaitu antara lain (Mansury dalam Priantara, 
2013:7). 
1. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang 
untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada 
pemungut atau aparatur pajakdalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dan 
menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Hutang timbul bila sudah ada 
surat ketetepan pajak dari aparatur pajak, dengan demikian berhasil atau 
tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur pajak 
karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak. 
2. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang 
untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. 
Sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Petugas pajak tidak ikut 
campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak 
menyalahi aturan, dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan 
pajak banyak bergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan 
peran dominan berada pada wajib pajak meskipun masih ada peran 
aparatur pajak dalam hal wajib pajak menyalahi aturan. 
3. Full Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menghitung 
besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu 
sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan 




besarnya pajak terhutang, seperti halnya dengan self assessment system 
berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib 
pajak karena inisiatif dan peran dominan berada pada wajib pajak itu 
sendiri. 
4. Semi Full Self Assessment 
Sistem pemungutan pajak campuran antara self assessment dan official 
assessment. 
 
2.1.2 Faktor Wajib Pajak  
Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau 
peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan wajib pajak 
dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, yaitu “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah”. 
Faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak bebarapa diantaranya adalah 
faktor demografi, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak terhadap prioritas 
pembangunan daerah, pendapat wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan 
pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. 
2.1.2.1 Badan  
 Badan merupakan sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. 
Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 




dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
2.1.2.2 Sanksi Perpajakan 
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-
Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi 
perpajakan. Berdasarkan buku Perpajakan Edisi Terbaru yang dikemukakan oleh 
Mardiasmo (2016:62) bahwa. 
“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar 
Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. 
 Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Sanksi Administrasi  
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Menurut ketentuan 
Undang-Undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu 
antara lain. 
a. Bunga, yaitu dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan hutang 
pajak menjadi lebih besar. Sanksi perpajakan berupa bunga terbagi 
tiga, yakni bunga pembayaran, bunga penagihan, bunga ketetapan. 
b. Denda Administrasi, yaitu denda yang diberlakukan apabila SPT tidak 
disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu, yang akan 
dikenakan sanksi sesuai ketetapan perundang-undangan perpajakan. 
c. Kenaikan, yaitu sanksi yang disebabkan karena wajib pajak tidak 




wajib pajak akibatnya jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi 
berlipat ganda. 
2. Sanksi Pidana  
Merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir atau benteng 
hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan akan dipatuhi. 
Menurut ketentuan Undang-Undang perpajakan ada tiga macam sanksi 
pidana, yaitu antara lain. 
a. Denda Pidana, yaitu denda yang dikenakan selain kepada wajib pajak 
juga diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang 
bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.  
b. Pidana Kurungan, yaitu ancaman kepada tindak pidana yang bersifat 
pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. 
c. Pidana Penjara, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. 
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak 
ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak. 
Berdasarkan teori tersebut, jelas bahwa sanksi perpajakan merupakan 
faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melakukan 
kewajibannya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang 
sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak sisa 
tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi 
wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan wajib 
pajak terhadap sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kemauan 
wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan demikian sanksi perpajakan 
merupakan jaminan atau alat pencegah agar wajib pajak menaati aturan norma 




“Pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan 
pungutan yang bersifat memaksa. Sifat memaksa memang harus ada dalam 
pajak. Jika tidak, bisa dipastikan tidak ada seorang pun rela membayar pajak” 
Burton (2014:103). 
Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah self assessment 
yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang, kepercayaan dan 
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dari 
beberapa penjelasan diatas, menyebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki 
pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
2.1.2.3 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak 
Nawawi (2008:37) menyimpulkan bahwa manusia adalah sebagai berikut. 
“Manusia merupakan motor pergerakan, tanpa manusia organisasi tidak akan 
berfungsi….Oleh karena itu, kompetitif atau tidak eksistensi suatu perusahaan 
tergantung atau ditentukan oleh manusia.Setiap perusahaan tidak dapat menolak 
fakta bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam upaya 
mewujudkan eksistensinya berupa tercapainya tujuan bisnis yakni keuntungan dan 
manfaat lainnya”. 
 
Selain teori yang dikemukakan Nawawi diatas, terdapat beberapa sudut 
pandang berbeda dalam mendefinisikan manusia. Sialihan dalam Subekhi 
(2012:15) menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan dasar yang 
menggerakannya ke arah mencapai sasaran dan hasil. Sayang sekali gerakan-
gerakan atau fungsi ini tidak selalu sempurna karena pengetahuan, 
keterampilan, atau sikap terhadap fungsi dan pengenalan sasaran yang akan 
dicapai masih kurang tepat. 
Menurut Mardiasmo (2016:10), “ada beberapa hal yang menghambat 
pemungutan pajak diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat 




Teori-teori tersebut berkaitan dengan fiskus dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pemungut pajak sekaligus sebagai sumber daya manusia di bidang 
perpajakan. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya 
manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Apabila 
ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka 
pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. 
Suwanto (2013:107) mengatakan “….tanpa pelayanan yang baik, suatu 
perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan. Pelanggan ini merupakan 
daya tarik yang sangat penting bagi peningkatan laba perusahaan”. 
Sistem perpajakan dan kualitas sumber daya manusia yang handal akan 
menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. Pelayanan yang 
diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib 
pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan 
yang diberikan oleh fiskus turut menbentuk sikap (attitude) wajib pajak dalam 
mengikuti setiap proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib 
pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika 
pelayanan fiskus tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini akan membuat wajib 
pajak enggan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan norma 
perpajakan. 
 
2.1.3 Pajak Daerah (PERDA) 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka meyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan memberlakukan berbagai jenis pajak dan 
diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyaknya para 




antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda dikaitkan 
dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu 
pembagian yang umum dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungutan 
pajak. 
 Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, 
yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan dari keduanya adalah aparat 
pemungutan dan pengguna pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat, apabila 
aparat pemungutan dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat 
sedangkan pajak daerah, aparat dan penggunanya adalah pemerintah daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan,2016:70). Berdasarkan 
definisi tersebut dapat diuraikan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib 
berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari 
bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya 
dapat dilakukan paksaan.  
Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan PERDA setelah 
mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, 
pemerintah daerah harus memberitahuan kepada pemerintah pusat untuk 
mendapatkan persetujuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 






2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
Setiap jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan 
hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.  
Hal ini juga berlaku bagi pajak daerah sebagai landasan hukum yang merupakan 
dasar dari kebijaksanaan daerah. Menurut Samudra (2015:62), dasar hukum 
sebagai landasan untuk memungut pajak daerah sebagai berikut. 
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan 
antara negara (pusat) dengan daerah-daerah yang berhak mengurus 
rumah tangganya sendiri. 
2. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentangperaturan umum pajak 
daerah. 
3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-
pajak negara kepada daerah. 
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak 
negara kepada daerah. 
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
6. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
2.1.3.2 Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 44 menjelaskan bahwa 
subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib 




pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang 
disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yakni 
subjek pajak dan wajib pajak. Pada beberapa jenis pajak seperti Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajaknya identik dengan 
wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi ketentuan pajak 
sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara 
langsung mereka menjadi wajib pajak. Pada pajak lainnya seperti pajak hiburan, 
pihak yang menjadi subjek pajak (yang menikmati hiburan) tidak sama dengan 
wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 
Sebab itu, kedua istilah tersebut harus dipahami dengan jelas. Penetapan subjek 
pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas 
dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah yang bersangkutan 
(Siahaan,2016:79). 
2.1.3.3 Jenis Pajak Daerah 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat 
dipungut oleh daerah provinsi sebanyak lima jenis sedangkan untuk daerah 
kabupaten/kota sebanyak sebelas jenis. Selain itu, retribusi yang dapat dipungut 
oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak tiga puluh jenis, meliputi 
empat belas jenis retribusi jasa umum, sebelas jenis retribusi jasa usaha dan 
lima jenis retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan 







Tabel 2. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 
Pajak Provinsi Pajak Daerah 
1. Pajak Kendaraan Bermotor 
2. Pajak Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 
4. Pajak Air Permukaan; dan 
5. Pajak Rokok 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 
6. Pajak Parkir 
7. Pajak Air Tanah 
8. Pajak Sarang Burung Walet 
9. PBB Perdesaan dan 
Perkotaan 
10. Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
 
Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah pada Tabel 2. 
jenis pajak provinsi, kabupaten/kota dapat tidak dipungut apabila potensinya 
kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah.  
Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, Kota Makassar 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak 
daerah kabupaten/kota yang dipungut di Kota Makassar adalah sebagai berikut. 
1. Pajak Hotel  
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel 
dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 




Berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 pasal 3 
ayat 2 tentang pajak hotel menjelaskan bahwa objek pajak hotel adalah 
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk 
jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 
Subjek pajak dan wajib pajak hotel dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 dan 2, 
dimana subjek pajak hotel yang ditetapkan pada ayat 1 adalah orang 
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi 
atau badan yang mengusahakan hotel. wajib pajak hotel yang ditetapkan 
pada ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
Tarif pajak hotel yang ditetapkan berdasarkan pasal 6 sebesar sepuluh 
persen. 
2. Pajak Restoran  
Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. 
Menurut peraturan daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 pasal 11 ayat 
2 tentang pajak restoran menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah 
pelayanan yang disediakan oleh restoran, adapun pelayanan yang 
dimaksud pada ayat 2 meliputi penjualan makanan dan/atau minuman 
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi ditempat pelayanan 
maupun ditempat lain. Subjek pajak dan wajib pajak restoran dijelaskan 
pada pasal 12 ayat 1 dan 2, dimana subjek pajak restoran yang 
ditetapkan pada ayat 1 adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran yang 
ditetapkan pada ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran berdasarkan pasal 13 




3. Pajak Hiburan 
Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan 
peraturan daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 2 
tentang pajak hiburan menjelaskan bahwa objek pajak hiburan adalah 
jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 
Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
bertindak baik atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggunnya dalam menyelenggarakan hiburan dikecualikan 
terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga 
sosial yang tidak untuk kepentingan komersial. Subjek pajak dan wajib 
pajak hiburan dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 dan 2, dimana subjek pajak 
hiburan yang ditetapkan pada ayat 1 adalah orang pribadi atau badan 
yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan yang ditetapkan pada ayat 2 
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif 
pajak hiburan berdasarkan pasal 21 ayat 1 ditetapkan sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, 
kontes kecantikan, diskotik, karaoke, bilyar,  klab malam, permainan 
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/ spa berdasarkan pasal 21 ayat 2 
ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus 
hiburan kesenian rakyat/ tradisional sebesar sepuluh persen berdasarkan 
ketetapan pasal 21 ayat 3. 
4. Pajak Reklame 
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 




ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan 
peraturan daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 pasal 26 ayat 2 
tentang pajak reklame menjelaskan bahwa objek reklame adalah semua 
penyelenggaraan reklame. Objek reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, 
reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk 
pada kendaraan), reklame udara, reklame terapung, reklame suara, 
reklame film/slide, dan reklame peragaan. Subjek pajak dan wajib pajak 
reklame dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 dan 2, yaitu orang pribadi atau 
badan yang menggunakan reklame. Tarif pajak reklame berdasarkan 
pasal 29 ditetapkan sebesar 25%. 
5. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan 
jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang 
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan 
daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 pasal 32 ayat 2 tentang pajak 
penerangan jalan menjelaskan bahwa objek pajak penerangan jalan 
adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilakan sendiri meliputi 
seluruh pembangkit listrik. Subjek pajak dan wajib pajak penerangan jalan 
dijelaskan pada pasal 34 ayat 1 dan 2, dimana subjek pajak penerangan 




dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan yang 
ditetapkan pada ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik. Tarif penerangan jalan berdasarkan pasal 35 
ayat 1 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga 
listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam, tarif penerangan jalan ditetapkan berdasarkan pasal 35 ayat 2 
sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik sendiri, tarif pajak 
penerangan jalan sebesar 1,5% berdasarkan ketetapan pasal 35 ayat 3. 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Berdasarkan 
peraturan daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 pasal 38 ayat 2 
tentang pajak mineral bukan logam dan batuanmenjelaskan bahwa objek 
pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan 
mineral dan bukan logam dan batuan. Subjek pajak dan wajib pajak 
mineral bukan logam dan batuan dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 dan 2, 
yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan 
logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan 
berdasarkan pasal 41 ditetapkan sebesar 25%. 
7. Pajak Parkir 
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan daerah 




objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. Subjek pajak dan wajib pajak parkir dijelaskan pada 
pasal 45 ayat 1 dan 2, dimana subjek pajak parkir yang ditetapkan pada 
ayat 1 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan 
bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir sebesar tiga puluh 
persen berdasarkan ketetapan pasal 47. 
8. Pajak Air Tanah 
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam 
lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Berdasarkan 
peraturan daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 pasal 50 ayat 2 
menjelaskan bahwa objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah, yakni 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar 
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 
peribadatan. Subjek pajak dan wajib pajak air tanah dijelaskan pada pasal 
51 ayat 1 dan 2, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah 
berdasarkan pasal 53 ditetapkan sebesar dua puluh persen. 
9. Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak sarang burung walet adalah  pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan 




collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 
collocalia linchi. Berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 3 
Tahun 2010 pasal 56 ayat 2 menjelaskan bahwa objek pajak adalah 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tidak 
termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah 
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). Subjek pajak dan wajib pajak dijelaskan 
pada pasal 57 ayat 1 dan 2, yaitu orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. 
Tarif pajak sarang burung walet berdasarkan pasal 59 ayat 1 ditetapkan 
sebesar sepuluh persen.  
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 
atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan 
perolehan atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 
bangunan oleh orang pribadi atau bangunan.Berdasarkan peraturan 
daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 pasal 70 ayat 2 menjelaskan 
bahwa objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau banguan. 
Subjek pajak dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan ditetapkan pada pasal 71 ayat 1 dan 2, yaitu orang pribadi atau 
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/bangunan. Tarif bea 
perolehan hak atas tanah dan banguan sebesar lima persen berdasarkan 







2.1.4 Pajak Hiburan 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 24 dan 
ayat 25 mengenai pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, 
sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, 
pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 
biaya.  
Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah 
kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Mengingat kondisi kabupaten/kota di 
Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, 
maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah 
daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan 
yang akan menjadi landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
pemungutan pajak. 
Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yaitu 
sebagai berikut (Siahaan, 2016:354). 
1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak 
baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggunannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 
hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, 
kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang 




4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau 
seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian 
dan/atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas yang penunjangnya 
termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan 
oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 
hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang 
diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima antara 
lain pembayaran yang dilakukan dengan tidak secara tunai. 
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 
menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau 
cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh dinas 
pendapatan daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda masuk disini adalah 
tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, 
tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership) dan 
sejenisnya. 
6. Harga tanda masuk adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk 
yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung. 
2.1.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan 
Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar 
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan di Kota Makassar sebagai 
berikut. 





2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 
4. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota 
Makassar. 
2.1.4.2 Objek Pajak Hiburan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan penyelenggaraan 
hiburan ditetapkan menjadi objek pajak hiburan adalah sebagai berikut. 
a. Tontonan film. 
b. Pagelaraan kesenian, musik, tari, dan/atau busana.  
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. 
d. Pameran. 
e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. 
f. Sirkus, akrobat, dan sulap. 
g. Permainan bilyar, golf dan bowling. 
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. 
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center). 
j. Pertandingan olahraga. 
2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 
Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang seharusnya 
diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 
penerima jasa hiburan. 
Tarif pajak hiburan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 




menetapkan tarif pajak hiburan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 
kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 
2010 tentang pajak daerah pasal 21 menetapkan tarif pajak hiburan sebagai 
berikut. 
a. Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15%. 
b. Pergelaran kesenian, musik, dan tari modern dikenakan pajak sebesar 
35%. 
c. Pergelaran kesenian, musik, dan tari tradisional sebesar 5%. 
d. Pameran sebesar 20%. 
e. Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 50%. 
f. Pub sebesar 35%. 
g. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%. 
h. Permainan bilyard, bowling, dan golf sebesar 35%. 
i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa 
sebesar 20%. 
j. Panti pijat, mandi uap/spa sebesar 15%. 
k. Pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga sebesar 15%. 
l. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar 30%. 
m. Ketangkasaan anak sebesar 15%. 
n. Karaoke keluarga sebesar 35%. 
o. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35%. 
Besaran pokok pajak hiburan yang terhutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 






Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
     = Tarif Pajak x Jumlah Uang yang Diterima atau yang  
        Seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan. 
2.1.4.4 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
Wajib pajak hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota, atau dalam 
praktik sehari-hari adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/kota 
tentang perhitungan dan pembayaran pajak hiburan yang terhutang. Wajib pajak 
yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) setiap awal 
masa pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD 
diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau 
kuasanya dan disampaikan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk 
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus 
disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa 
pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun 
dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil 
akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak 
yang terhutang. Keterangan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau 
dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota. 
Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan 
dapat diterima dengan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD 
untuk jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD 
dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksankan atau tidak 
sepenuhnya melaksankan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang 
telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak 
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi 




2.1.4.5 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak Hiburan 
Pemungutan pajak hiburan tidak dapat digabungkan yang berarti bahwa 
seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hiburan tidak dapat diserahkan 
kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama 
dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajakantara lain: pencetakan 
formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau 
penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 
pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 
Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak 
hiburan yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini 
menunjukkan sistem pemungutan pajak hiburan pada dasarnya merupakan 
sistem self assessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terhutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan 
daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus hanya 
bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. 
Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 
kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepada daerah.Terhadap wajib pajak 
yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terhutang ditetapkan 
dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap 
memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD 
dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas 




Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan 
yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau 
pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak hiburan yang terhutang dengan 
menerbitkan SKPD. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh 
hari sejak diterima SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan 
oleh bupati/walikota. 
Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, 
bupati/walikota dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan), dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil). Surat ketetapan 
pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau SPTPD yang disampaikan oleh 
wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian 
hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib 
pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak pajak ditunjukan 
kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam 
pengisian SPTPD atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh 
wajib pajak.  
Selain wajib pajak yang dikenakan pajak hiburan dengan sistem self 
assessment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap 
wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak 
hiburan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa faktor tersebut untuk 




Kota Makassar. Faktor yang dijadikan variabel penelitian, yakni sanksi 
perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) terhadap wajib pajak sebagai 
faktor independen sedangkan faktor dependen adalah penerimaan pajak hiburan 








         Secara Parsial 
         Secara Simultan 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
2.3 Hipotesis  
2.3.1 Sanksi Perpajakan 
. Mardiasmo (2016:62) mengatakan bahwa “sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan”. 
Berdasarkan teori tersebut, jelas bahwa sanksi perpajakan merupakan 
faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melakukan kewajiban 
pajaknya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang 
sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak sisa 
tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi 
Pelayanan Petugas 
Pajak (Fiskus) 












wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sikap atau presepsi wajib pajak 
terhadap sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kemauan wajib 
pajak dalam membayar pajaknya dan secara tidak langsung menimbulkan 
paksaan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak  
   hiburan di Kota Makassar. 
 
2.3.2 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak 
Menurut Sialihan dalam Subekhi (2012:15) menyatakan bahwa manusia 
mempunyai kemampuan dasar yang menggerakannya ke arah mencapai 
sasaran dan hasil. Sayang sekali gerakan-gerakan atau fungsi ini tidak selalu 
sempurna karena pengetahuan, keterampilan, atau sikap terhadap fungsi dan 
pengenalan sasaran yang akan dicapai masih kurang tepat. 
Menurut Mardiasmo (2016:10), “ada beberapa hal yang menghambat 
pemungutan pajak, diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat 
dilakukan/dilaksanakan dengan baik”. 
Suwanto (2013:107) mengemukakan bahwa “….tanpa pelayanan yang 
baik, suatu perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan.Pelanggan itu 
merupakan daya tarik yang sangat penting bagi peningkatan laba perusahaan”. 
Berdasarkan teori-teori tersebut, dengan demikian sistem perpajakan dan 
kualitas sumber daya manusia yang handal akan menghasilkan pelayanan 
perpajakan yang semakin baik. Pelayanan yang diberikan olehfiskusselama 
proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemauan wajib pajak maka fiskus 




pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, serta norma 
perpajakan. Selain hal tersebut, petugas pajak harus memliki motivasi yang tinggi 
sebagai pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut. 
H2 : Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh  
        terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar. 
2.3.3 Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak kepada Wajib Pajak 
Kedua faktor yakni sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial 
memiliki pengaruh pada penerimaan pajak hiburan. Namun secara simultan 
kedua variabel ini juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak 
hiburan di Kota Makassar. 
H3 : Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak 
















3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Dimana 
dalam skripsi ini menjelaskan sebab akibat antar variable terikat (dependen) 
dengan variable bebas (independen). Penelitian eksplanatif adalah penelitian 
yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable-variable yang diteliti serta 
hubungan satu variable dengan variable lainnya. 
3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kontar Dinas Pendapatan Kota 
Makassar di Jalan Urip Sumihardjo No.8. Adapun waktu penelitian ini 
dilaksanakan kurang lebih dua bulan. 
3.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan hiburan yang 
terdaftar di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berjumlah 257 
wajib pajak badan. Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari 
keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh 
populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Teknik pengambilan 





n :Jumlah sampel yang dicari 
N : Jumlah populasi 
d : Nilai presisi yang ditetapkan 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data deskriptif, yakni  data yang terdiri dari kumpulan data non angka 
sifatnya deskriptif, meliputi gambaran umum Kota Makassar 
2. Data Kuantitatif, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang 
meliputi realisasi pendapatan asli daerah, data wajib pajak badan hiburan 
dan lain-lain. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer 
Data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari 
hasil kuesioner responden wajib pajak yang telah disusun terlebih dahulu. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder mengacu pada data penelitian yang diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
 
3.3 Instrumen Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan 
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257(0,1)2 + 1 
   =            257     = 71,89 = 72 responden 




1. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 
pada tempat penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode. 
a. Kuesioner (Angket), dilakukan untuk memperoleh data primer. 
Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 
sebelumnya yang akan responden jawab (Sekaran, 2006:82). Kuesioner 
ini dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif guna menguji 
hipotesis dan model kajian untuk memperoleh data tersebut digunakan 
kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu pertanyaan yang dibuat 
sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan 
jawaban kepada beberapa alternatif saja atau pada satu jawaban saja.  
Instrument kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya 
sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliabel. 
Insturmen yang valib berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument yang 
reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk 
mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini 
dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
tentang kejadian atau fenomena sosial. Jawaban responden berupa 
pilihan dari lima alternatif yang ada adalah sebagai berikut (Riduwan, 
2009:38). 
1) S     : Sangat Setuju 
2) S : Setuju 




4) TS : Tidak Setuju 
5) STS : Sangat Tidak Setuju 
Dengan alternatif pilihan 1 sampai 5, maka jawaban dari setiap 
pertanyaan kuesioner diberi skor 1-5. Skor 5 merupakan nilai tertinggi 
dan skor 1 merupakan nilai skor terendah dengan gradasi skor dari 
sangat positif sampai negatif. Penilaian skor dengan ketentuan sebagai 
berikut (Riduwan, 2009:39). 
 
Tabel 3. Alternatif Jawaban Kuesioner 
Alternatif Jawaban Kode Nilai 
Sangat Setuju SS 5 
Setuju S 4 
Netral N 3 
Tidak Setuju TS 2 
Sangat Tidak Setuju STS 1 
               Sumber: Riduwan, 2009:39. 
 
b. Dokumentasi, pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang 
menyangkut wajib pajak hiburan dan penerimaan pajak hiburan di Kota 
Makassar. 
2. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan mempelajari literature dan tulisan-tulisan yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas, dimaksudkan untuk 
memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam membahas 







3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel adalah proksi (proxy) atau representasi dari construct yang dapat 
diukur dengan berbagai macam nilai. Construct adalah abstraksi dari fenomena-
fenomena kehidupan yang diamati. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi 
variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). 
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 
variabel yang lain sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang 
dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro, 2009:63) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak hiburan di 
Kota Makassar. Penerimaan pajak hiburan adalah besarnya pajak hiburan yang 
diterima oleh suatu daerah. Pajak hiburan dibayarkan tiap bulan dan setiap 
daerah memiliki target pajak yang ingin dicapai tiap tahunnya. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan pelayanan 
petugas pajak (fiskus). 
Sanksi perpajakan merupakan ancaman bagi wajib pajak yang melanggar  
norma perpajakan yang dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. 
Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya 
yang berupa bunga, denda, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan 
suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 
perpajakan dipatuhi. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan keadaan 
bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya karena maraca terancam oleh sanksi 
yang akan diberlakukan apabila melanggar norma perpajakan. 
Pelayanan petugas pajak adalah melayani, membantu, memeriksa, 
mengurus, atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Indikator 
penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak 




dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban sebagai wajib pajak, petugas pajak senantiasa memerhatikan 
keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, cara membayar dan melunasi 
pajak. 
 
3.5. Analisis Data  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, yaitu menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 
hiburan yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan 
tabel-tabel tertentu. Penelitian ini menggunakan program Statistikal Package for 
Social Sciens (SPSS) for windows dan perangkat lunak Microsoft Excel pada 
proses pengerjaan analisis data guna memudahkan analisis. Teknik analisis 
digunakan adalah teknik analisis linear berganda (Multiple Linier Regression 
Method), untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas 
(independent variabel) terhadap variabel terikat (dependent variabel). 
3.5.1 Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda digunakan untuk menguji dampak langsung 
variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data dalam penelitian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Sanksi Sanksi Perpajakan dan 
Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 
Hiburan. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:  
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 
Keterangan: 
𝑌 : Penerimaan Pajak Hiburan 




𝑋2 : Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) 
𝛼 : Konstanta (nilai Y apabila X1 dan X2 bernilai 0) 
𝛽 : Koefisien regresi 
𝑒 : Koefisien error (faktor lain yang mempengaruhi Y) 
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi 
menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik 
meliputi sebagai berikut. 
a. Uji Normalitas 
Pengujian ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal 
atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik apabila mempunyai 
data veriabel bebas dan data beriabel terikat berdistribusi mendekati 
normal atau normal sama sekali. Data disebut berdistribusi normal apabila 
mempunyai probabilitas > 0,05. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas diterapkan untuk melihat korelasi antar variabel bebas 
(independen). uji ini merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis 
regresi berganda dan tidak diperkenakan terdapat variabel bebas saling 
memiliki korelasi yang tinggi karena dapat menimbulkan bias dalam melihat 
hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian dinyatakan 
bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor)< 10 






c. Uji Heteroskedastisitas 
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga di uji mengenai sama atau 
tidaknya varians dari residual hasil pengamatan. Jika residualnya 
mempunyai varians sama disebut Homokedastisitas, sedangkan untuk 
varians berbeda disebut Heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik 
jika tidak terjadinya heterokedastisita. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier 
terdapat hubungan yang kuat baik postif maupun negatif antar data yang 
ada pada variabel-variabel penelitian. Persamaan regresi yang baik adalah 
tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokolerasi maka 
persamaan tersebut tidak layak untuk dijadiakan sebagai alat untuk 
memprediksi. 
3.5.3 Pengujian Hipotesis 
a. Uji t (Uji Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas (X1 dan X2) secara 
individu berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dengan taraf signifikan 
5%. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut. 
Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas 
pajak (fiskus) kepada wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak hiburan. 
Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak 
(fiskus) kepada wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap 




Uji t dilakukan dengan membandingkan probabilitas (sig t) > ɑ (0,05) maka 
Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Jika probabilitas (sig t) < ɑ (0,05) maka Ho ditolak, 
artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel 
terikat. 
b. Uji f (Uji Simultan) 
Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X1 dan X2) 
secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (Y).Hipotesis 
yang digunakan adalah sebagai berikut. 
Ho : β1= β2 = β3 = 0, yaitu tidak ada pengaruh variable bebas terhadap 
variabel terikat.Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak 
(fiskus) terhadap wajib pajak secara simultan tidakberpengaruh 
terhadap penerimaan pajak hiburan. 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, yaitu ada pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat.Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak 
(fiskus) terhadap wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak hiburan. 
Uji f dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas (sig) > ɑ (0,05) 
maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Jika probabilitas (sig) < ɑ (0,05) maka Ho 
ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determintasi R2 menunjukkan presentase pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Presentase tersebut menggambarkan 




terikat.Nilai R2 berada pada interval nol sampai satu dengan kriteria 
semakin mendekati satu berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel 
terikat dengan sangat baik dan begitu pun sebaliknya. Kelemahan 
mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah  
variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 
variabel bebas, maka R2 pasti meningkat tanpa memperhatikan apakah 
























 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut.  
1. Secara parsial variabel X1 (sanksi perpajakan) berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap variabel Y (penerimaan pajak hiburan di Kota 
Makassar). 
2. Secara parsial variabel X2 (pelayanan petugas pajak(fiskus) kepada wajib 
pajak) berpengaruh postif dan signifikan terhadap variabel Y (penerimaan 
pajak hiburan di Kota Makassar). 
3. Secara simultan sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) 
kepada wajib pajak berpengaruh postif dan signifikan terhadap variabel Y 
(penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar). 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dari hasil 
penelitian, peneliti mengemukakan saran yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan sebagai berikut. 
1. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan frekuensi kegiatan 
penyuluhan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
mengenai aturan perpajakan akan semakin bertambah luas. Hal ini 
diharapkan agar motivasi wajib pajak dalam membayar pajak semakin 
meningkat dikarenakan wajib pajak telah memahami aturan perpajakan 




2. Meskipun faktor pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus 
berpengaruh positif signifikan sebaiknya pemerintah daerah tetap 
memperhatikan aspek pelayanan perpajakan dengan meningkatkan 
kualitas SDM, menyempurnakan ketentuan perpajakan, sistem 
administrasi, sistem informasi perpajakan, dan penambahan sistem 
pengawasan pajak berbasis komputerisasi. 
3. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama 
sebaiknya menambahkan objek pajak badan pada event organization 
insidental serta menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan 
dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien 
determinasi masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan 
variabel bebas. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Tidak dapat dipungkiri, penulis mengakui bahwa dalam penelitian ini 
mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik 
lagi. Penelitian yang dilakukan terbatas pada satu objek penelitian yakni usaha 
hiburan yang ada di wilayah Makassar saja. Hal ini menyebabkan hasil penelitian 
tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi sehingga dianggap belum 
maksimal, variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya sanksi 
perpajakan dan pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak. Hasil analisis data 
menyatakan bahwa hanya 73,1% variasi dari variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variabel independen, sehingga masih ada variabel lain yang 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK 
HIBURAN DI KOTA MAKASSAR 
PENGANTAR 
Sehubungan dengan tugas akhir yang sedang peneliti kerjakan dengan 
judul diatas, peneliti menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada 
Bapak/ Ibu/ Saudara (i),  untuk diisi dan dijawab guna menjadi bahan / data bagi 
peneliti dalam menyusun skripsi sebagai tugas akhir studi yang menjadi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas 
Hasanuddin. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti memohon bantuan dan perkenan Bapak/ 
Ibu/ Saudara (i) agar bersedia memberikan jawaban yang benar sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya sebagaimana adanya. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara 
(i), peneliti sampaikan terima kasih. 
 
PETUNJUK : 
1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu 
jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (√) pada tempat 
jawaban yang telah disediakan. 
2. Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara (i) mengalami kesukaran dalam memahami 
pertanyaan tersebut dapat dinyatakan langsung pada peneliti. 
3. Jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) berikan tidak akan berpengaruh 
terhadap status dan kependudukan Bapak/ Ibu/ Saudara (i) karena hanya 





Nama          : ……………………………………… 
Alamat          : ……………………………………… 
Jenis Kelamin         : Perempuan/Laki-laki *) 
Umur           : ………………………………………tahun 
Jenis Usaha           :................................................... 
Lama Menjadi Wajib Pajak :................................................... tahun  
*) Coret yang tidak perlu 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS : Tidak Setuju 










Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X1 : Sanksi Perpajakan 
No. PERTANYAAN 
Pilihan 
SS S N TS STS 
1. Menurut Anda, apakah membayar pajak 
adalah suatu kewajiban ? 
     
2. Menurut Anda, apakah sanksi 
perpajakan sangat diperlukan Wajib 
Pajak agar tercipta kesiplinan dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya ? 
     
3. Menurut Anda, apakah denda 
administrasi berpengaruh terhadap 
Anda untuk menyampaikan SPT tepat 
waktu ? 
     
4. Menurut Anda, apakah sanksi 
administrasi berupa bunga membuat 
Anda disiplin dalam membayar pajak ? 
     
5. Menurut Anda, apakah sanksi 
administrsi berupa kenaikan 
berpengaruh terhadap Anda untuk 
memberikan informasi-informasi yang 
dibutuhkan dalam menghitung pajak 
terhutang ? 
     
6. Menurut Anda, apakah sanksi pidana 
berpengaruh terhadap Anda untuk tidak 
melakukan pelanggaran pajak ? 
     
7. Apakah Anda, setujukah jika 
Pemerintah memberikan penghargaan 
kepada Wajib Pajak ? 






Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X2 : Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) 
No. PERTANYAAN 
Pilihan 
SS S N TS STS 
1. Menurut Anda, apakah Petugas Pajak 
bersikap ramah dan sopan dalam melayani 
setiap Wajib Pajak ? 
     
2. Menurut Anda, apakah Petugas Pajak cepat 
tanggap dalam membantu dan membimbing 
Anda ketika membayar pajak ? 
     
3. Menurut Anda, apakah Petugas Pajak cepat 
tanggap atas keluhan dan kesulitan yang di 
alami Wajib Pajak ? 
     
4. Menurut Anda , apakah Petugas Pajak 
memberikan informasi dan penjelasan 
dengan jelas dan mudah dimengerti oleh 
Wajib Pajak serta memberikan solusi yang 
tepat ? 
     
5. Menurut Anda, apakah penyuluhan yang 
dilakukan Petugas pajak dapat membantu 
pemahaman anda mengenai hak dan 
kewajiban sebagai wajib pajak ? 
     
6. Menurut Anda, apakah Petugas Pajak 
senantiasa memperhatikan keberatan Wajib 
Pajak atas pajak yang dikenakan ? 
     
7. Menurut Anda, apakah cara membayar dan 
melunasi pajak  adalah mudah dan efisien ? 
     
  8. Menurut Anda, apakah pelaporan pajak 
melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif ?  
     
  9. Menurut Anda, apakah pembayaran pajak 
melalui e-billing mudah, aman, dan 
terpercaya ? 







Frequency Table Sanksi Perpajakan (X1) 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIdak Setuju 4 6.0 6.0 6.0 
Setuju 26 38.8 38.8 44.8 
Sangat Setuju 37 55.2 55.2 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat TIdak Setuju 1 1.5 1.5 1.5 
TIdak Setuju 5 7.5 7.5 9.0 
Netral 1 1.5 1.5 10.4 
Setuju 42 62.7 62.7 73.1 
Sangat Setuju 18 26.9 26.9 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat TIdak Setuju 2 3.0 3.0 3.0 
TIdak Setuju 7 10.4 10.4 13.4 
Netral 15 22.4 22.4 35.8 
Setuju 39 58.2 58.2 94.0 
Sangat Setuju 4 6.0 6.0 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat TIdak Setuju 2 3.0 3.0 3.0 
TIdak Setuju 7 10.4 10.4 13.4 
Netral 11 16.4 16.4 29.9 
Setuju 38 56.7 56.7 86.6 
Sangat Setuju 9 13.4 13.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat TIdak Setuju 2 3.0 3.0 3.0 
TIdak Setuju 7 10.4 10.4 13.4 
Netral 18 26.9 26.9 40.3 
Setuju 36 53.7 53.7 94.0 
Sangat Setuju 4 6.0 6.0 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat TIdak Setuju 1 1.5 1.5 1.5 
TIdak Setuju 11 16.4 16.4 17.9 
Netral 17 25.4 25.4 43.3 
Setuju 30 44.8 44.8 88.1 
Sangat Setuju 8 11.9 11.9 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 2 3.0 3.0 3.0 
Setuju 29 43.3 43.3 46.3 
Sangat Setuju 36 53.7 53.7 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
Frequency Table Pelayanan Petugas Pajak (X2) 
  X2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 4 6.0 6.0 6.0 
Setuju 27 40.3 40.3 46.3 
Sangat Setuju 36 53.7 53.7 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 8 11.9 11.9 11.9 
Setuju 35 52.2 52.2 64.2 
Sangat Setuju 24 35.8 35.8 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 22 32.8 32.8 32.8 
Setuju 19 28.4 28.4 61.2 
Sangat Setuju 26 38.8 38.8 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 8 11.9 11.9 11.9 
Setuju 35 52.2 52.2 64.2 
Sangat Setuju 24 35.8 35.8 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 8 11.9 11.9 11.9 
Setuju 41 61.2 61.2 73.1 
Sangat Setuju 18 26.9 26.9 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X2.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 22 32.8 32.8 32.8 
Setuju 25 37.3 37.3 70.1 
Sangat Setuju 20 29.9 29.9 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X2.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIdak Setuju 5 7.5 7.5 7.5 
Netral 14 20.9 20.9 28.4 
Setuju 36 53.7 53.7 82.1 
Sangat Setuju 12 17.9 17.9 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
X2.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 26 38.8 38.8 38.8 
Setuju 26 38.8 38.8 77.6 
Sangat Setuju 15 22.4 22.4 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
  
X2.9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netral 22 32.8 32.8 32.8 
Setuju 27 40.3 40.3 73.1 
Sangat Setuju 18 26.9 26.9 100.0 





HASIL UJI REABILITAS  
Hasil Uji Reabilitas Sanksi Perpajakan (X1) 
 
 









 Mean Std. Deviation N 
X1.1 4.4328 .78284 67 
X1.2 4.0597 .85068 67 
X1.3 3.5373 .87609 67 
X1.4 3.6716 .94369 67 
X1.5 3.4925 .87686 67 
X1.6 3.4925 .95937 67 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 22.7612 16.124 .621 .874 
X1.2 23.1343 14.845 .774 .854 
X1.3 23.6567 14.805 .752 .857 
X1.4 23.5224 14.587 .717 .862 
X1.5 23.7015 14.667 .775 .854 
X1.6 23.7015 14.819 .664 .870 
X1.7 22.6866 18.370 .408 .894 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
27.1940 20.644 4.54352 7 
  
  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 67 100.0 
Excludeda 0 .0 




Hasil Uji Reabilitas Pelayanan Petugas Pajak kepada Wajib Pajak (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 67 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 67 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
X2.1 4.4776 .61196 67 
X2.2 4.2388 .65342 67 
X2.3 4.0597 .85068 67 
X2.4 4.2388 .65342 67 
X2.5 4.1493 .60936 67 
X2.6 3.9701 .79716 67 
X2.7 3.8209 .81511 67 
X2.8 3.8358 .77062 67 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 32.2537 16.374 .544 .833 
X2.2 32.4925 15.466 .691 .818 
X2.3 32.6716 14.133 .717 .812 
X2.4 32.4925 15.526 .677 .820 
X2.5 32.5821 16.368 .548 .832 
X2.6 32.7612 15.003 .616 .824 
X2.7 32.9104 16.992 .327 .863 
X2.8 32.8955 15.853 .488 .838 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 








Lampiran 5  
HASIL UJI REGRESI BERGANDA 
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 Y 
N 68 68 68 
Normal Parametersa,b 
Mean 3.1912 3.1000 3.1147 
Std. Deviation .43648 .64876 .66854 
Most Extreme Differences 
Absolute .155 .135 .134 
Positive .155 .083 .093 
Negative -.150 -.135 -.134 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.275 1.111 1.102 
Asymp. Sig. (2-tailed) .078 .169 .176 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)     
X1 .482 .281 .420 2.381 
X2 .523 .313 .420 2.381 
a. Dependent Variable: Y 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
                                  Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .860a .739 .731 .34647 1.733 
 a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 b. Dependent Variable: Y 
 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.545 .317  -1.722 .090 
X1 .663 .150 .433 4.433 .000 
X2 .498 .101 .483 4.943 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
Uji Simultan (Uji F) 
Coefficientsa 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)     
X1 .482 .281 .420 2.381 
X2 .523 .313 .420 2.381 




Hasil Uji Koefisien Determninan (R2) 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
1 .860a .739 .731 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 




Hasil Uji Normalitas 
 
 
Hasil Heterokedastisitas 
 
